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bahwa sehagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Momaor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, periu ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondaw tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2010;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Dacrah Tingkat I i
Sulawes! ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomaor 74  Tambahan Lembanan Magara Nomaor
1822) |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomaor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomar 3312 ) sebaganmani telah diubat
dongan Undang-undang Namor 12 Tahun 1984 { Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
MNomor 3568 ),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1897 feniang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1937 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9585 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang nomor 34 Tahun 2000 Momor 246, Tambahan Lembaran Negara Momor 4048 ).

Undang-Undang Republik indonesia 21 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3688 ),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolust
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomaor 75, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomaor 3851}

Undang - undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ) |

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 }

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{ Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2004 MNamor 52, Tambahan Lembaran Megara Republik Indenesia
Momor 4389 §;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan | embaran MNegara
Republik Indonesia Nomoi 4400

Undang-Undang Republik indonesia Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 4421);

Undang - undang Repubik indonesia Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan aniard Pemerintah Pusal
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438 ); .

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang - undandg
Republik Indonesia Nomaor 42 Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah | Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844},
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000):

Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4138);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesiz Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4139);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudykan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 fentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Frotokoler dan Keuangan FPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Hakyat Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Feraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomoar 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran MNegara Republik Indonesia | ahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Hegara Republik
Indonesia Nomar 4502);

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Momaor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Momor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {(Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4575);

Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi Keuangan Daecrah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4576):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4577),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 | ahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan [embaran
MNegara Republik Indonesia Momor 4585):

25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2006 Nomaor 25 Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 46G14);
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6. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BDaerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momaor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Megara dan Daerah
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia
Nomaor 4738)

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.;

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Momor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUS KARN:

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut -

1. Pendapatan :

Pendapatan
a Semula ; Rp. 394.951.489.000,00
b Berambah/(Berkurang) Rp  58.380739 876,00
Jumiah Pendapatan setelah perubahan Rp. 453.332.228 876,00
2. Belanja
a Semula Rp. 404263445664 .00 .
b Bertambah/{Berkurang) Rp 60.379.518.429,60
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 464642 964 094,00



3. Pembiayaan

a. Penenmaan

1) Semula Rp. 9.311.956.664,00

2) Bertambah f{Berkurang) Rp 1.998.778.553.60

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 11310735 218,00

b. Pengeluaran :

1) Semula Rp. 0.00

2) Berkurang Ep 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 00
Jumlah Pembiayaan ncto setelah perubahan Rp. 11.310.735218, 00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. {0,00)

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD schagaiama dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3
L ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratusan ini



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diletapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan P

eraluran Bupati im dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
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Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggab 21 Oktober 2010

SE TARIS DAERAH- ;
KABUFP LA ONGONDOW

FERRY L.SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2010 NOMOR 12



